
KEPUTUSAN WAIA NAGARI PASAR BARU

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

pENUNuuxAH PELAKENA TBENls pENQELOLAAn IBUANGAH HAGARI
(PtTRE'

NAGARI PASAR BARU KECAmTAH BATAHG KABupA+TEN PESISIR SELATAn
TAHUH AHGGARAH 2020

WALL NAGARI PASAR BARU,

Meliinbang          :    a.      bahwa    untuk    tertib    administrasi    den    kelancaran
pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Nagari
Tahun  2020,  maka  perlu  menunjuk  Pelaksana  Teknis
Pengelolaan Keuangan Nagari (FTPKN) Nagari Pasar Ban
Kecanatan  Bayang  Kabupaten  Pesisir  Selatan  Tahun
An88- 2020;

:    b.      bahwa      berdasarhan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud  huruf a,  maka perlu menetapkan Keputusan
Wali   Nagari   tentang   Penunjukan   Pelaksana   Teknis
Pengelolaan Keuangan Nagari (PIPKN) Nagari Pasar Ban
Kecamatan  Bayang  Kabupaten  Pesisir  Sehtan  Tahun
Anggaran 2020.

Mengingat             :     1.      Undang-Undang  Nomor  6   Tahun   2014   tentang   Desa
(Lembaran   Negara   tahun   Republik   Indonesia   Tahun
2014  Nomor  7,  Tanbahan  I,embaran  Negal.a  Republik
Indonesia Nomor 5495);

2.      Peratulan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang
Peraturan Pelaksanann Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014     tentang    Desa     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan I,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang
Dana Desa Yang 13ersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan    Belanja    Negara    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5558)  sebagainana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22
Tahun    2015    tentang    Perubahan    Atas    Peraturan
Pemerintah Nomor 60  Tahun 2014 tentang   Dana Desa
Yang 13ersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja



Negara   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun
2015  Nomor  88,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5694);

4.      Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Republik   Indonesia
Nomor    111    Tahun    2014    tentang    Pedoman    Teknis
Peraturan Di Desa;

5.      Peraturan   Menteri   Dalan   Negeri   Republik   Indonesia
Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelofaan  Keuangan
Desa;

6.      Peraturan Menteri Keuangan Republik  Indonesia Nomor
205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;

7.      Peraturan Bupati Pesisir Sehatan Nomor 39 Tahun 2019
Tentang   Standar   Biaya   Pemcrintahan   Nagari   Tahun
Anggaran 2020;

8.      Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wall Nagari,
Perangkat  Nagari  serta  Tunjangan  Keliolmatan  Badan
Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari.

9.      Peraturan Bupati Pcsisir Selatan Nomor 41  Tahun 2019
Tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan  Penetapan  Alokasi
Dana Nagari yang bersumber darn Bagi Hasil Pajak   dan
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

10.    Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019
Tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan  Penetapan  Alokasi
Dana Nagari yang bersumber darn Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

11.    Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019
Tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan  Penetapan  Alokasi
Dana Nagari yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

12.    Pcraturan   Nagari   Pasar   Bani   Nomor   1   Tahun   2020
Tcntang Anggran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2020.

ueunTusKAN :

Menetapkan

KESATU Menetapkan   Pelaksana  Teknis   Pengelolaan   Keuangan
Nagari  (PI`PKN)  Nagari  Pasar  Bani  Kecamatan  Bayang
Kabupaten    Pesisir    Selatan    Tahun    Anggaran    2020
sebagaimana tercantum dalam Lcimplhan Keputrsari yang
merupakan    bagian    yang    tidak    texpisahkan    dari
Keputusan Kepala Desa ini;



KEDUA Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PI`PKN)
Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir
Sefatan  Tahun  Anggarari  2020  sebagaimana  dimaksud
pada diktum kesatu bertugas:

1.       Wdi  Nagcwi  sebagal  Pernegang  Ke:laiasaan  PerLgelolaan
Keuangan    Nagari    (PKPKN),    Tnemprrrydi    tugas    dcm
kewenangan :

a.   Menetapkan     kebijakan     tentang     pelaksanaan
APBNagari;

b.   Menetapkan PTPKN;
c.   Menetapkan         petugas        yang         melakukan

pemungutan penerimaan Nagari;
d.   Menyetujui    pengeluaran    atas    kegiatan    yang

ditetapkan dalam APBNagari; dan
e.   Melakukan      tindakan      yang      mengakibatkan

pengeluaran atas behan APBNagari;
2.      Sekretaris Nagcwi bertindak selaku Koordi:ra:±or pelaksc[na

Teknis       Pengetolonn      Keun:ngan       Nagari       (PIPKN),
rnenquyl9al togas :

a.   Menyusun       dan       mefaksanakan       kebijakan
penge lolaan APBNagari

b.   Menyusun  Rancangan  Peraturan  Nagari  tentang
APBNagari,         Perubahan        APBNagari        dan
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari

c.   Melakukan  pengendalian   terhadap   pelaksanaan
kegiatan yang te]ah ditetapkan dalam APBNagari;

d.   Menyusun   pelaporan   dan   pertanggungjawaban
pelaksanaan APBNagari;

e.   Melakukan      verifikasi      terhadap      bukti-bukti
penerimaan dan pengeluaran APBNagari; dan

f.    Melaksanakan   tugas   lainnyayang  diperintalikan
oleh  Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Nagari.

3.      Kepard    Urusan    Tata    Usaha    clan    Urrurm    86    Kc.ur
Perencanaan   bertindak   sebagal    Pela:ksa:run   Kegiatan
sesuat dengarL bidangnga, mempungal tugas:

a.  Menyusun  rencana  pelaksanaan  kegiatan  yang
menjadi tanggungjawabnya;

b.   Melaksanalran      kegiatan      dan/atau      bersama
I.embaga     Pemberdayaan     Masyarakat     Nagari
(LPMN) yang telah ditetapkan dalan APBNagari;

c.   Mengendalikan pelaksanann kegiatan;
d.  Melaporkan  perkembangan pelaksanaan  kegiatan

kepada Wall Nagari;
e.   Menyiapkan        dokumen        anggaran        beban

pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
f.   Melaksanakan  tugas  lainnya yang  diperintahkan

oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Na8ari.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

4.      Kaur  Keuangan  bertinda]c  sebagcri   Bendahara   Nagari
menqungal tugas:

a.   Menerima,        menyimpan,        menyetoI.kan        /
membayar,               menatausahalran,               dan
mempertanggungjawabkan                    penelinaan
pendapatan  Nagari  dan  pengeluaran  pendapatan
desa dalam rangka pelaksanaan APBNagari; dan

b.  Melaksanakan  tugas  lainnya yang  diperintahkan
oleh Pemegang Kelniasann Pengelolaan Keuangan
Nagari.

PI`PKN Nagari Pasar Bani Kecanatan Bayang Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab
kepada Wali Nagari;

Segala    biaya    yang    timt]ul    akibat    diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Pasar Barn
Tahun Anggaran 2020;

Keputusan ini berlal«i  sejak tanggal ditetapkan  sampai
dengan  31  December  2020,  dengan  ketentunn  apabila
terdapat     kekelinian     didalamya     akan     diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Tcml)`usan d±±a.±oall=an Heoada lth :
I. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspcktur lnspelstorat Kabupaten Pesisir Selatan di Fhinan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Canat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permueyawaratan Nagari Pasar Bani di Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.



Lampiran Keputusan Kepala Desa Batuatas Barat
Nomor
Tan8gal
Tentang

: 3 Tahun 2020
: 2 Januari 2020
: Pentmjuhan Pelaksana Te=nis Pengelolaan Keuangail Hqigpri
(ITPHH) Nagrri Pasar Barii HeealDatan Bayang Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun AngBanan 2020.

HO HJun SL®A:I:Edk
DITtJHJUKSEBAGAI

1 EVON RIADI Wali Nagari PKPEN

2 AHMAD FANDY, P.SHI Sekretaris Nagari Koordinator PIPKN

3 MEGA SILVA, S.Pd.I Kasi. Pemerintahan An88Ota

4 MULYA MASRIALDI Kasi. Kesejahteraan &Pelay-
An8gota

5 Amp Aziun, S.pd.I Kaur Tata Usaha &Umun
An8gota

6 RINA CRISNANDA Kaur Perencanaan An88Ota

7 SARI RAHMA JUITA, SE Kaur Keuangan Bendahara


